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fanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usahz Dapst
Disusun Dan Diselesaikan Dengan Baik, Naskah Akademiz 1o
Disusun - Sebagai Landasan llmiah, Filosofis, Yuridis, lizn
Soswlogis Bagi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif
Terhadap  Kebutuhan Pembangunan Daerah Serta Dinamirz
Dunia Usaha.

Penyusunan Naskah Akademik Ini Merupakan Hasil Kerjz
Sama Antara Badan Perencanaan Pembangunan Dazerzh
Kabupaten Lebong Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Bengkulu, Sebagai Wujud Sinergi Antar Perangkat Pemerintahzan
Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dokumen Ini Tidak Hanya
Dimaksudkan Untuk Memenuhi Ketentuan Formal Sebagaimana
Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi
Juga Untuk Memastikan Bahwa Pengaturan TJSLBU Memiliki
Dasar Argumentasi Yang Kuat, Sistematis, Dan Dapat

Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

Kajian Dalam Naskah Akademik Ini Menekankan Pentingnya
Pergeseran Paradigma Pelaksanaan TJSLBU, Dari Yang Semula
Dipahami Sebagai Kegiatan Yang Bersifat Sukarela Menuju Suatu
Kewajiban Hukum Yang Terstruktur, Terukur, Transparan, Dan
Akuntabel, Pengaturan Tersebut Diharapkan Mampu Menciptakan
Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Sekaligus Menjamin Bahwa
Kontribusi Sosial Dan Lingkungan Dunia Usaha Benar Benar
Selaras Dengan Prioritng Pembanpgunan Dacrah Dan Kebutuhan

Masyarakat.

Melalui Pengaturan TJSLBU Ini, Diharapkan Terbangun
Sinerpi Yang Berkelanjutan Antara Pemerintah Daerah, Badan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

S g guna  mendorong  permeiataan el
peninghatan kesejahteraan vimanm, seila peleatalial Hrigh
hidhup secata berkelangutan

K menyadatt sepenuhnya hanhwi naskah akadeinis
o memmhil keterhatanan,  badle  dari aapel  aubs
cavpun hedalaman analintn. Oleh karena itu, masukar, Mritir
Ganosaran konstruktt dar berbagal pemangku kepentingan
sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnasi dalam promes
pembahasan lebih lanjut, khususnya pada tahap pembentukin
dan inmplementasi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasih kepada Bupati Lebong, jajaran Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong, Tim Penyusun dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Bengkulu, serta seluruh pihak yang telah
memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, dan kerja sama
dalam penyusunan naskah akademik ini. Semoga naskah
akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan
vang bermakna bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten
Lebong yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.

Lebong, .... Desember 20235

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di samping itu,
ketentuan ini dipertegas kembali dalam ayat (3) yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat.’
Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34

UUD 1945, mencerminkan kolaborasi dua bidang pembangunan
yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu paduan
pembangunan ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, tanggung
jawab dibebankan kepada negara dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab serupa juga
ditujukan kepada golongan yang mampu berusaha,
sebagaimana tercermin dalam semangat kekeluargaan dan
kebersamaan dalam perekonomian nasional. Sementara dari sisi
sosial, tanggung jawab dibebankan kepada kelompok usaha
besar dan kecil sebagai wujud partisipasi masyarakat guna
mendukung berbagai program pemerintah di bidang ekonomi.?

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,

njutnya disebut TJSL Perusahaan atau lebih dikenal

yang, wela

dengan  Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan

i tsa Wahyudl dan Busyra Azherl, Corporate Soctal Responsibility: Prinsip,
Penggeduran dan Implementasi, In Trang Publising, Malang, 2008, him, 183,

v loekman  Soetrlsno,. Menufu  Masyarakat Yang Partispan/.  Kanisius,
Jakarta, 1095, hlm. 207,
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bentuk partisipast dan kontribust perusabaan untule mencapis
Kesejahteraan manyarabal melalu petnharpguna herkelanjutan
(sustamabday) TISE merapakan wigud etk perusishioan Ltk
mentmnphathan  ekonomi dan kaalitas hiduap karyswan sorts
masy atakat dy sekitar perusahann,

Peneelolaan bisnia yang ddeal  dengan  mmemperhativan
notma, moralitas, serta aspek sosial dan lingkungan merupsksn
cxcnst dart TISL atan CSR. Amanat pelaksanaan C5K ini
ditepaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan hahwa:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau  berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan dengan
memperhatikan  kepatutan dan  kewajaran. Kewajiban
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan
Perseroan".? Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.*

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas. Regulasi ini mempertegas
seysnisme dan  "aturan  main” praktik TJSL, di mana
prrusahann wajib menjalankannya dengan besaran anggaran
yang, disesuailan  dengan  kemampuan  dan kepatutan
Keberndann Badan Usabha melalut TUISL menady

;/—{ut‘,.‘:h;‘la’l”

perataran Pemecintiah Nomar A7 Fahun 2000 tentang Vangsung Jawah
| dan Lingkangan Perseronn 1 thiitinm
paanl 74 Undbong Uniebang Wornor A0 Fahin 2007 tentang  Ierseroan

Tethmtas merupakan dasat hubkum kewenangan vang membolehkan Pemenntah

T B ]

itk meminta perusabaan frihwe b ¢ B
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salah  satu  alternatif  solusi  atas  keterbatasan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalul kegiatan yang
berdampak langsung kepada masyarakal.

Pasca  pengundangan  Pernturan  Pemerintah  tersebut,
praktik penvelenggarnan CSR telah memiliki payung hukum
yvang memadat, Namun, agar masyarakat di wilayuh operasionil
merasakan manfaat yang optimal, pemerintah daerah perlu
menyinkronkan  program CSR  perusahaan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sinkronisssi
ini terutama diperlukan pada program yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor
pendidikan, kesehatan, UMKM dan koperasi, ketahanan pangan,
pariwisata, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar perusahaan di
Kabupaten Lebong baik yang bergerak di bidang pengelolaan
sumber daya alam maupun non-sumber daya alam telah
menyelenggarakan program CSR. Kegiatan tersebut meliputi
bidang kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, sosial
ekonomi, pembinaan kepemudaan dan olahraga, penerangan
jalan, serta lingkungan hidup. Kendati demikian, pelaksanaan
program-program tersebut umumnya masih berjalan sendiri-
sendiri tanpa koordinasi yang terpadu.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha juga
mengamanatkan kehadiran Badan Usaha dalam pembangunan
daerah, Hal ini krusial mengingat keterbatasan keuangan
daerah untuk mencukupi seluruh kegiatan pembangunan. Oleh
warena itu, TJBL menjadi kewajiban  bagi pendinn usaha.
Meskipun belum ada ketentuan khusus vang mewajibkan TSI

bagi UMKM secarn hulkum, UMKM tetap memiliki kewajiban
moral. Gagasan TJSL menitikberatkan pada tanggung jawab

perusahaan yang tidalk hanya berorientasi pada keuntungan
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ekonomi (profit), tetapi juga aktivitas sosial demi kesejahteraan
masyarakat secara memnveluruh

Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial didasarkan
pada pemukiran bahwa Ketergantunigan sernuti padi kesehatan
hoansal  tdak  menjamin perusahann oo tumbuh  dan
betkembang secarn berkelanjutan ™ TJS1L membernikan mantaat
wanda meningkatkan  kesejahteraan  masyarakas! aan
hughungan, serta meningkatkan reputasi perusahaszn y=0¢
menunjukkan  kepeduliannya.  Selain - reputasi, TJSL o jugs
membantu pembangunan sosial seperti pengembangan sumixs
dayva manusia, organisasi, dan jenjang karier masyarska’
sekitar.

Sasaran TJSL di Kabupaten Lebong adalah peruszhazn
vang beroperasi di wilayah administratif kabupaten ini
Perusahaan yang dimaksud adalah badan usaha yang bergerzx
dalam bidang usaha tertentu, diselenggarakan sesuai peraturan
perundang-undangan atau perjanjian, menggunakan modal,
dan bertujuan mencari keuntungan. Jumlah perusahaan di
Kabupaten Lebong menunjukkan tren peningkatan setap
tahunnya.

Sebagai daerah yang kaya potensi sumber daya alam dan
memiliki posisi strategis, Kabupaten Lebong menjadi tujuan
investasi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 32 perusahaan
beroperasi  di wilayah ini. Keberadaan investasi tersebut
weharusnya berbanding lurus dengan penmgikatan
yessjahteraan masyarakat melalui mekanisme TUSL/C8R

Hamun, fakta empiris di lapangan menunjukhan Nondis
yany kontradiktl, Meskipun Kabupaten Lebong telahh memilika

instemen hulaam berupa Peraturan Daetah Nomor 3 Tahun

Miahatnitnad Symitoditing, Tonthigipirta) Jvvah Noswad Pervasa lwvarr

Perkernbeariggesns Teori Dany Felevansinga Dengan Thsan Foakvm Permisa bare
sinbrar Cahaya, Na 31 Tahun X1, Med 2006, 195N 1410 1064, him 219 21
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2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan, implementasinya  masih  jauh  dari harapan.

Berdasarkan rekapitulasi laporan CSK - tahun  2018-2025,

tingkat  kepatuhan  perusahann  sangat  rendah. Dari 1]

perusahaan yang tergabung dalam forum, hanya 2 perusahann

vakni P Bank Bengkulu dan PT Pertamina Geothermal funergy

(PGE) yang konsisten melaporkan realisasi CSR.

Mayoritas perusahaan lain mencatatkan realisasi "0" (nol)
atau tidak melapor sama sekali selama bertahun-tahun. Kondisi
ini mengindikasikan kegagalan Perda Nomor 3 Tahun 2016
dalam menciptakan kepatuhan hukum. Kegagalan ini
disebabkan oleh beberapa faktor fundamental:

1. Lemahnya Penegakan Hukum: Perda eksisting tidak
memiliki mekanisme sanksi administratif yang tegas dan
terukur, sehingga perusahaan merasa tidak memiliki beban
kewajiban untuk melapor.

2. Kelembagaan yang Vakum: Forum Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang dibentuk pada tahun
2018 mengalami kondisi "mati suri" sejak tahun 2021.
Ketiadaan wadah koordinasi aktif menyebabkan program
CSR berjalan parsial tanpa sinkronisasi dengan prioritas
Pemerintah Daerah.

3. Paradigma Kesukarelaan: Perda lama masih dipahami
dalam kerangka voluntary (sukarela), padahal regulasi
nasional (UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman
Modal) telah menggeser paradigma CSR menjadi mandatory
(kewajiban hukum) bagi perusahaan yang berkaitan
dengan sumber daya alam.

Ketidakefektifan regulasi lama berdampak pada hilangnva
potensi pendananan  pembangunan daerah  dari sektor non
pemerintah, i tenganh keterbatanan APBD, kontribusi Badan

{Jsaha seharusnya menjndi solusi alternatit untuk membiavai
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kebutuhan sosial mendesak, seperti pengentasan kemiskinan
dan mfrastruktur dasan

Oleh Karena ita, perabahan  regulasi bulan sekadar
kebutuhan administratil, melainkan urgensi yang mende s I
Diperlukan pengeantian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20146
dengan regulant baru yang lebih progresif, rinci, dan e ik
dava paksa Regulasi baru ini harus  mampu mengubah
patadigma dari sekadar  "sumbangan  sukarels” - menjad)
Kewanban  vang dapat  diaudit", serta merevitalisan)  peran
Forum TISLBU agar kembali menjadi mitra strategis yany
SINergis.,

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Naskah
Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badzan
Usaha menjadi sangat penting untuk memberikan landaszan
hukum vyang kuat, menjamin kepastian hukum, dan
memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh

masyarakat Kabupaten Lebong.

Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan
program tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan
Usaha oleh Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD di
Kabupaten Lebong, serta bagaimana permasalahan
tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar
pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan
pelibatan dacrah dalam penyelesaian masalah tersebut?

Apa yang menjad pertimbangan atau landasan Hlosofis

e

wosiologds,  yuridis  pembentukan Rancangan  Peraturan
Lmernh Kabupnten Lebong tentang Tanprung Jawab Sosial

dan Lingkungan Dadan Usaha?

0O
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' Apa  sasaran yang akan diwujudkan, ruang lhingkup
pengaturan, jangkauan, dan  arah  pengaturan  dalam
Rancangan Peraturan Daecrahh  tentang Tanggung Jawab

Sosal dan | mphunpgan Badan Usahia?

C.o Tujuan  dan  Kegunnan Keglatan Penyusunan Nasksh
Akademik

Sesual dengan ruang lingkup identifikasi masslah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskab Akzsdermk
Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten lebong  tentang
fanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Uszhz
dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan
Lingkungan Badan Usaha oleh Perusahaan Swasta, BUMN
dan BUMD di Kabupaten Lebong, serta cara-cara
permasalahan tersebut dapat diatasi.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai
alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai
dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan
dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Lebong.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebong tentang Tanggung Jawab Sosual
dan Lingkungan Badan Usaha.

4 Merumuskan sasaran yang akan diwgjudkan, roang
linglup pengaturan, jangkauan, dan arah  pengaturan
dalam Rancangan Peraturan Daerah  tentang Tangsung
Juwnh Bosial dan Lingloangan Badan Usaha
Sernentarn itg, kegunaan penyumsuanan Nashah Aladennk

i adalah sehagai acuan atau referenst penvusunan dan
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pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penulisan Naskah Akademik ini menggunakan  metode
penehtian hukum  yuridis  empiris, yaitu  pendekatan  yang
mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan pejala sosial yang
dup dalam masyarakat,”

Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang
diperoleh melalui diskusi dengan unsur Pemerintah Kabupaten
Lebong, dan data sekunder bersumber dari laporan tahunan,
kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen
pendukung lainnya dari Bappeda dan BPS Kabupaten Lebong.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana data
diklasifikasikan dan diurai untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai kondisi eksisting serta mengidentifikasi
permasalahan hukum di lapangan. Tujuannya adalah
merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk
mengoptimalkan peran badan usaha dalam pembangunan
daerah. Adapun tahapan penyusunannya meliputi tahap
persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga perumusan

rancangan peraturan daerah.

o Abdulkadie Mubammad, Hukum dan Penelittan Hukam, PT Citra Aditva
fiakti, Bandung, 2004, hlm. 155
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